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Permohonan Uji Materi UU KDRT Diputus MK

Jakarta, 30 Mei 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU Penghapusan KDRT) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (30/05), pukul 10.00 WIB di ruang sidang
MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor
perkara 82/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nuih Herpiandi, warga Indonesia yang
berdomisili di Bandung. Pemohon menyoal ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal
44 UU Penghapusan KDRT yang mengatur tentang lingkup rumah tangga, dan lingkup
kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dipidana.

Pemohon menganggap ketentuan-ketentuan tersebut terlalu luas dan menimbulkan
ketidakjelasan sehingga berpotensi mengkriminalisasi orang tua yang melakukan tindakan
fisik terhadap anaknya. Menurut Pemohon, setiap orang tua mempunyai hak untuk
melakukan tindakan fisik terhadap anak-anaknya jika hal tersebut dimaksudkan untuk
mendidik.

Selanjutnya, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut juga tidak mengatur
mengenai detail batasan rasa sakit dan tindakan fisik pada bagian tubuh mana yang bisa
dikategorikan sebagai kekerasan, serta tindakan seperti apa yang bisa dikategorikan
sebagai tindakan kekerasan. Apakah menjewer dan memukul di bagian aman bagi anak
juga dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Pada sidang perdana, Selasa, (4/10/2016) Pemohon menyatakan bahwa anak
bukanlah objek dari UU KDRT karena undang-undang tersebut hanya diperuntukkan untuk
perselisihan antar suami-isteri dan juga pembantu rumah tangga.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna
menyebut permohonan Pemohon dapat di niet ontvankelijke verklaard (NO)-kan. Sebab,
menurutnya, legal standing Pemohon masih belum jelas. Selain itu, Suhartoyo juga
mengomentari format permohonan yang dibuat Pemohon yang menurutnya masih jauh dari
sempurna. la menyarankan Pemohon memperbaiki permohonannya dengan format baku
permohonan di MK yang dapat dilihat di website MK atau dapat bertanya langsung ke
bagian Kepaniteraan.

Pada sidang perbaikan permohonan Senin (17/10/2016) yang lalu, Pemohon
memperbaiki permohonannya. Perbaikan yang diakukan adalah pada bagian alasan
permohonan dan petitum (hal yang diminta untuk diputus). (ars/ rosalia shella)
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